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NURUL RADIATUL ADAWIAH, E111 09 003 dengan judul “Konflik 
Internal Partai NasDem (Studi Tentang DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan)” dibawah bimbingan Drs. H. A. Ya’kub, M.Si sebagai Pembimbing I 
dan Sakinah Nadir, S.IP,M.Si sebagai Pembimbing II. 
Partai Nasdem adalah salah satu dari dua belas partai politik yang berhasil 
lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2014. Pasca penetapan Partai Nasdem 
sebagai salah satu peserta pemilu 2014 oleh KPU perpecahan dalam tubuh Partai 
Nasdem segera mengemuka ke publik. Salah satu petinggi Partai Nasdem, Hary 
Tanoesoedibyo yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar mengundurkan diri 
dengan alasan adanya perbedaan pandangan dengan Ketua Majelis Tinggi 
sekaligus Pendiri Partai, Surya Paloh. Bukan hanya pengunduran diri kader-kader 
partai tapi muncul peristiwa pembekuan beberapa DPW Partai Nasdem, salah satu 
DPW yang dibekuan adalah DPW Sulawesi Selatan yang berdampak pada 
mundurnya Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Sanusi Ramadhan 
mundur sebagai ketua DPW Partai NasDem Sul-Sel karena menganggap 
pembekuan ini dilakukan secara sepihak dan tidak melalui mekanisme yang sesuai 
AD/ART. Oleh karena itu penulis memfokuskan untuk melihat bagaimana konflik 
yang terjadi di internal Partai Nasdem dalam hal ini DPW Partai Nasdem 
Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyebab terjadinya 
konflik tersebut serta menggambarkan dan menganalisa bentuk konflik yang 
terjadi di internal Partai Nasdem dalam hal ini di DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik dan konsep 
partai politik. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dengan tipe 
penelitian deskriptif. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan 
informan yang dipandang memahami masalah dalam hal ini pengurus dan mantan 
pengurus DPW Partai Nasdem Sul-Sel. Data sekunder dikumpulkan melalui 
literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik di internal Partai 
Nasdem bersumber dari perbedaan pandangan antara Harry Tanoesoedibjo dengan 
Surya Paloh tentang pengisian jabatan Ketua Umum. Konflik yang terjadi di 
tingkat DPP merembet sampai ketingkat DPW dengan adanya pembekuan Ketua 
DPW Sul-Sel yang diangap memihak Harry Tanoesoedibjo. Konflik ini juga 
disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara anggota serta adanya 
faksionalisme internal bipolar yaitu kubu Harry Tanoesoedibjo dan Kubu Surya 
Paloh yang terbentuk karena perbedaan pandangan pengisian jabatan ketua umum. 
Konflik ini termasuk kedalam konflik permukaan dan konflik laten karena akar 
yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman 
mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi. 
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A. LATAR BELAKANG 
Reformasi pasca otoritarisme Orde Baru, telah menghidupkan 
kembali demokrasi. Pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak 
terhindarkan lagi sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang 
harus ada didalam suatu negara modern. Masyarakat memiliki banyak 
pilihan untuk memperjuangkan keinginan sosial mereka. Sebagai suatu 
organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan 
dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan 
kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana 
suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai.  
UU RI No. 2 tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa, 
partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok 
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan, 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, 
masyarakat, bangsa, dan negara.1 
Di Indonesia, munculnya partai-partai politik tidak lepas dari 
adanya iklim kebebasan yang luas pada masyarakat pasca pemerintahan 
kolonial Belanda. Kebebasan demikian memberikan ruang kepada 
masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Selain 
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itu, lahirnya partai politik di Indonesia juga tidak terlepas dari peranan 
gerakan-gerakan, yang tidak saja dimaksudkan untuk memperoleh 
kebebasan yang lebih luas dari pemerintahan kolonial Belanda, juga 
menuntut adanya kemerdekaan. Hal ini bisa kita lihat dengan  lahirnya 
partai-partai sebelum kemerdekaan.2 
Disamping didorong oleh iklim demokrasi, munculnya partai-partai 
politik di indonesia juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia 
yang majemuk. Sebagaimana dikatakan oleh John Furnival : 
“Masyarakat Indonesia atau Hindia Belanda ketika itu merupakan 
masyarakat plural (plural society), yaitu suatu masyarakat yang terdiri 
dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup 
berdampingan satu sama lain. Hanya saja, di antara mereka itu tidak 
pernah bertemu di dalam suatu unit politik. Namun realitas di Indonesia 
menunjukkan bahwa masyarakat yang majemuk itu pada akhirnya 
bergabung dalam suatu unit politik besar yang dinamakan partai 
politik.”3 
 
Lahirnya partai-partai baru di Indonesia menjadi pelengkap 
demokrasi Indonesia. Sejak runtuhnya kekuasaan orde baru yang dikenal 
sebagai zaman kekuasaan Golkar. Partai-partai baru mulai bermunculan 
dan meramaikan persaingan politik di Indonesia. Dengan adanya UU 
No.31 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 2 
tahun 2011 memungkinkan lahirnya partai-partai baru dalam percaturan 
kepartaian di Indonesia. Partai-partai poitik kemudian bangkit dan tumbuh 
pesat pada tahun 1998 dan awal tahun 1999. Kelompok-kelompok yang 
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sebelumnya harus bergabungke dalam partai tertentu akhirnya bisa 
melepaskan diri dan mendirikan partai sendiri-sendiri.  
Perubahan undang undang tersebut menyebabkan banyaknya 
muncul partai-partai baru, baik yang beraliran nasionalis maupun yang 
beraliran agama. Menjelang pemilu tahun 2014 percaturan politik 
Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran Partai Baru peserta 
pemilu tahun 2014 yaitu Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah salah satu 
partai non-parlemen yang berhasil meloloskan dirinya menjadi peserta 
pemilu tahun 2014. Berdirinya Partai Nasdem tidak bisa dilepaskan 
dengan Ormas Nasional Demokrat yang menjadi cikal bakal berdirinya 
Partai Nasdem hal ini mengingat kesamaan antara Lambang Partai 
Nasdem dengan Ormas Nasional Demokrat, kemudian dengan duduknya 
Surya Paloh Pendiri Ormas Nasional Demokrat Sebagai Ketua Majelis 
Tinggi Partai Nasdem. 
Partai Nasdem mendeklarasikan diri di Jakarta pada tanggal 26 
Juli 2011. Partai Nasdem kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai satu-
satunya partai baru yang menjadi peserta pemilu tahun 2014. Hal ini 
tercantum dalam surat keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 
tentang penetapan parpol peserta pemilu. Sembilan partai lain yang 
dinyatakan sebagai peserta pemilu 2014 adalah partai yang sudah 
memiliki kursi di DPR melalui pemilu tahun 2009 lalu4. 
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Pada awal berdirinya Partai Nasdem menyita perhatian publik 
karena tingkat infrastruktur partainya yang sudah mencapai 100 persen 
cabang ditingkat kecamatan seluruh Indonesia.5 Dari sisi finansial Partai 
Nasdem cukup kuat dengan banyaknya kalangan pengusaha yang ikut 
bergabung, serta sumber daya mobilisasi media yang kuat berkat 
bergabungnya pemilik MNC Media Harry Tanoesoedibjo yang semakin 
memperkuat Surya Paloh yang juga sebagai pemilik Media Group. 
Begitupun kader kader Partai Nasdem yang didominasi oleh kader-kader 
muda potensial yang menjadi mesin penggerak yang berperan 
menghantarkan Partai Nasdem lolos sebagai peserta pemilu tahun 
2014.Kondisi ini jelas menjadi salah satu kekuatan Partai Nasdem dalam 
menghadapi pemilu tahun 2014.  
Kondisi yang stabil dalam Partai Nasdem tidak berlangsung lama, 
Pasca penetapannya sebagai peserta pemilu tahun 2014, Partai Nasdem 
mengalami konflik internal hal ini ditandai dengan mundurnya Harry 
Tanoesoedibjo sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Pengunduran 
diri ini secara resmi disampaikan oleh Harry Tanosoedibjo saat menggelar 
konfrensi pers bersama sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem lainnya 
yang ikut mengundurkan diri.6 
Konflik antara Harry Tanoesodibjo dan Surya Paloh berawal saat 
Surya Paloh berencana merombak kepengurusan Partai. Tidak hanya 
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merombak, Surya Paloh juga berencana mengendalikan partai dengan 
langsung menjadi ketua umum. Disisi lain Harry Tanoesoedibjo 
menginginkan pengurus partai tidak perlu dirombak, selama ini komposisi 
kepengurusan partai menurut Harry Tanoesoedibjo yang didominasi 
kelompok kader muda membawa perkembangan yang sangat baik bagi 
Partai Nasdem. Keinginan Surya Paloh untuk menduduki jabatan Ketua 
umum juga dinilai melanggar AD/ART Partai Nasdem.7 
Peristiwa mundurnya Harry Tanoesodibjo dari Partai Nasdem 
dilatar belakangi oleh adanya pembelahan dalam Internal Partai Nasdem 
(Faksionalisme Partai), dimana Harry Tanosoedibjo merupakan bagian 
dari faksi kader kader muda, sedangkan Surya Paloh memiliki faksi yang 
berlawanan dengan Harry Tanoesoedibjo.Pasca pengunduran diri Harry 
Tanoesoedibjo konflik yang terjadi di Internal Partai Nasdem bukan hanya 
pada tingkat Pusat tapi juga sudah sampai pada tingkat daerah. 
Contohnya saja pembekuan beberapa kepengurusan DPW Partai 
Nasdem8. 
Salah satu kepengurusan DPW yang dibekukan adalah 
Kepengurusan DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Pada awal 
berdirinya Partai Nasdem di Sulawesi Selatan  digagas oleh sekelompok 
anak muda yang dikomandoi oleh Sanusi Ramadhan yang kemudian 
menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. 
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 DPW Partai Nasdem yang di bekukan antara lain, DPW Nasdem Sumatera Selatan, Sulawesi 
Selatan. Sulawesi Utara, Gorontalo dan organisasi sayap Partai Nasdem yaitu Garda Pemuda 





Pembekuan kepengurusan Sanusi Ramadhan sebagai Ketua DPW Partai 
Nasdem Sulawesi Selatan yang dinilai lalai dalam mengemban tugas 
Organisasi.9 
Keputusan pembekuan DPW Partai Nasdem Sanusi Ramadhan 
dilatar belakangi oleh tindakan Sanusi Ramadhan yang dianggap 
mengumpulkan 11 DPW se-Indonesia guna melakukan penolakan 
terhadap pencalonan Surya Paloh sebagai Ketua Umum, dan pertemuan 
tersebut digelar disalah satu gedung milik mantan Ketua Dewan Pakar 
Partai Nasdem,Harry Tanoesodibjo.10 Hal inilah yang menjadi latar 
belakang pembekuan DPW Nasdem Sulsel yang disahkan oleh Surya 
Paloh. Disisi lain Sanusi Ramadhan menganggap bahwa pembekuan 
kepengurusan DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan adalah salah satu 
bentuk pendzaliman, pembekuan kepengurusan DPW Sulsel ini juga 
bertentangan dengan AD/ART partai. Karena, dalam Pasal 29 ayat 1 
menyebutkan DPP dapat membekukan pimpinan partai pada tingkat DPW 
dan DPD dengan ketentuan pengambilan keputusan ditetapkan sekurang-
kurangya melalui rapat pleno.11 
Pasca keluarnya Surat keputusan pembekuan kepengurusan 
DPW Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadhan mengundurkan diri dari jabatan 
Ketua DPW Nasdem Sulsel dan keanggotannya dari partai, Sanusi 
mengundurkan diri bersama pengurus teras DPW Nasdem Sulsel lainnya 
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seperti Hilal Syahrim sekretaris DPW Nasdem Sulsel; Muh.Nasir Busrah; 
Muh. Asratillah Senge dan beberapa DPD Partai Nasdem Sulsel dan 
organisasi sayap Partai Nasdem12 ikut mengundurkan diri. Hengkangnya 
Sanusi Ramadhan dari Partai Nasdem, menambah daftar kader kader 
muda Partai Nasdem yang akhirnya mengundurkan diri  
Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang konflik yang terjadi di Internal Partai Nasdem 
khususnya di DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan dengan judul 
“Konflik Internal Partai Nasdem (Studi tentang DPW Partai Nasdem 
Sulawesi Selatan)”. 
B. Rumusan Masalah 
Mengingat luasnya cakupan masalah yang akan di teliti mengenai 
“Konflik Internal Partai Nasdem (Studi tentang DPW Partai Nasdem 
Sulawesi Selatan)” maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai 
berikut :  
1. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik internal Partai Nasdem di 
DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan ? 
2. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi di internal Partai Nasdem di 
DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum 
peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konflik yang 
terjadi di Internal Partai Nasdem di DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. 
Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya 
konflik internal Partai Nasdem di DPW Partai Nasdem 
Sulawesi Selata 
2. Menggambarkan dan menganalisa bentuk konflik yang 
terjadi di Internal Partai Nasdem di DPW Partai Nasdem 
Sulawesi Selatan. 
D. Manfaat Penelitian  
D.1.  Manfaat Akademik : 
a. Menunjukkan secara ilmiah konflik yang terjadi di Internal 
Partai Nasdem khususnya di DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan 
b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu 
politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik 
kontemporer. 
D.2. Manfaat Praktis : 
a. Memberi rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam 





b. Memberi informasi tenang konflik yang terjadi di Internal 
Partai Nasdem Khususnya di DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan. 



























Bagian ini akan membahas tinjauan secara teoritis mengenai 
Konflik Internal Partai Nasdem (Studi Tentang DPW Partai Nasdem 
Sulawesi Selatan). Adapun konsep dan teori tersebut adalah Teori Konflik, 
dan konsep Partai Politik. 
A. Teori Konflik 
Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, 
seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung 
pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan 
pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, 
individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan 
pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula 
konflik yang tak berwujud kekerasan.13 
Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang 
individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau 
kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa 
konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individu atau 
kelompk individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang 
pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.14Menurut Soerjono 
Soekanto “Konflik adalah Proses sosialisasi dimana orang perorang atau 
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kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan 
menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan”.15 
Menurut Coser Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai 
atau tuntutan-tuntutan mengenai berkenaan dengan status, kuasa, 
sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana 
pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang 
yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan 
menghancurkan pihak lawan.16 
Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu-
individu, kumpulan-kumpulan atau antar individu dengan kumpulan. 
Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra 
kelompok, selalu ada ditempat hidup orang bersama. Konflik disebut 
unsur interaksi yang penting, dan tidak sama sekali tidak boleh dikatakan 
selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat 
menyumbangkan banyak pada kelestarian kelompok dan memepererat 
hubungan antar anggotanya.17 
Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh 
kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, 
rivalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi 
di tengah masyarakat modern, karena masing-masing mempunyai 
interest, tujuan yang mungkin saling bertentangan. Maka konflik dalam 
ilmu politik sering diterjemakhkan sebagai oposisi, interaksi yang 
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antagonistis atau pertentangan, benturan antar macam-macam paham, 
perselisihan kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan 
dengan senjata dan perang.18 
Konflik dapat  berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur 
organisasi dan ditengah masyarakat karena memperbutkan sumber yang 
sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan atau 
kehormatan, boleh jadi muncul disharmonisasi, disintegrasi dan 
disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak konflik baik tertutup 
maupun terbuka. Pada masyarakat yang telah memiliki konsensus dasar, 
tujuan negara dan mekanisme pengaturan konflik tidak akan berujung 
pada kekerasan tetapi masih dalam batas yang wajar seperti unjuk rasa, 
pemogokan, pengajuan petisi dan polemik melalui media massa ataupun 
perdebatan melalui forum-forum tertentu. 
Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi dalam 
masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata 
sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak akan dengan 
sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itu para 
penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala 
serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena ia 
melekat pada masyarkat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat 
dilenyapkan, yang dapat dilakukan oleh manusia anggota masyarakat 
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adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial 
dan politik tidak berlangsung secara kekerasan.19 
Menurut Paul Conn : “Konflik merupakan gejala serba-hadir 
dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Konflik pada 
dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan 
konflik menang-menang (non-zerosumconflict). Konflik menang-kalah 
ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak 
memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang 
terlibat dalam konflik. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi 
konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin 
untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak 
akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam 
situasi konflik biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal 
yang penting”.20 
Konflik dalam suatu masyarakat dan negara sangat diperlukan. 
Hal itu karena konflik atau perbedaan baik pendapat, aspirasi, maupun ide 
dapat memeperkaya gagasan yang berlainan dan bervariasi merupakan 
sumber inovasi, perubahan dan kemajuan, apabila berbedaan itu dapat 
dikelola melalui mekanisme yang baik. Dengan demikian konflik dapat 
berfungsi sebagai sumber perubahan kearah kemajuan, seperti yang 
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dikemukakan oleh dahrendorf bahwa, konflik mempunyai fungsi sebagai 
pengintegrasi masyarkat dan sumber perubahan.21 
Selain sebagai sumber perubahan, konflik juga berfungsi untuk 
menghilangkan unsur-unsur pengganggu dalam suatu hubungan. Dalam 
hal ini Lewis Cozer berpendapat bahwa konflik dapat berfungsi sebagai 
penyelesaian ketegangan antara unsur-unsur yang bertentangan yang 
mempunyai fungsi sebagai stabilisator dan komponen pemersatu 
hubungan. 
Fisher, dkk menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk 
menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. 
Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan 
dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah : (1) Pra-Konfik 
: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran 
diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi 
dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin 
mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan 
hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari 
kontak satu sama lain. (2) Konfrontasi : pada saat ini konflik mejadi 
semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, 
mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku 
konfrontatif lainnya. (3) Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika 
ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, 
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ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak 
terbunuh. Komunitas normal diantara kedua pihak kemungkinan putus 
pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak 
lainnya. (4) Akibat : kedua pihak mungkin setuju bernegoisasi dengan atau 
tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga 
yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk 
menghentikan pertikaian. (5) Pasca-konflik : akhirnya situasi diselesaikan 
dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan 
berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. 
Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran 
mereka saling bertentangan.22 
Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang 
sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral 
dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, 
tujuan, dan niat.23 Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk 
mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal 
seperti kebutuhan rasa aman, identitas, kebahagiaan, dan beberapa 
harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan lain bersifat 
spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu dan beberapa kepentingan bersifat 
lebih penting daripada yang lain. 
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Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau 
pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, 
organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam 
perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, 
konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap 
individu atau kelompok–kelompok dalam masyarakat dalam upaya 
memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.  
Semua konflik kepentingan seringkali dipandang sebagai 
pencapaian tujuan satu pihak dan merupakan kegagalan pencapaian 
tujuan pihak lain. Hal ini karena seringkali orang memandang tujuannya 
sendiri secara lebih penting, sehingga meskipun konflik yang ada 
sebenarnya merupakan konflik yang kecil, seolah-olah tampak sebagai 
konflik yang besar. Konflik muncul diakibatkan salah satunya perebutan 
sumberdaya.24Ini terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau 
kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukan oleh satu pihak 
dan kebijakan lainnya.  
Menurut Wallase dan Alison, teori konflik kepentingan memiliki 
tiga asumsi utama yang saling berhubungan : (a) Manusia memiliki 
kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk 
merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, (b) Power bukanlah 
sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber 
konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa 
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(coercive). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak 
memperoleh sama sekali, (c) Ideologi dan nilai-nilai dipandangnya 
sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang 
berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. 
Oleh sebab itu pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan 
sebagai berikut: (1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya 
sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas 
dan posisi, dan (3) persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling 
bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika 
persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, 
konflik kepentingan akan muncul.25 
Ada empat hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan yaitu: 
(1) Realitas, disini menunjukkan bahwa walaupun mereka telah 
mengajukan surat lamaran dan mengikuti test seleksi, bukan berarti 
mereka punya hak untuk menduduki jabatan yang ditawarkan. Mereka 
mempatkan diri sebagai bagian dari proses yang disiapkan untuk 
memperoleh seseorang yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hak 
adalah semu bila berkaitan dengan adanya pilihan berbagfai 
kemungkinan, (2) Konteks, lebih menekankan pada adanya sebuah 
peluang dalam kompetisi nyata. Berbagai orang dengan latarbelakang 
berbeda melamar sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan keuntungan. 
Memperoleh penghasilan, jaminan hidup dan status sosial yang lebih 
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tinggi dari keberadaannya saat sebelum melamar, (3) Tanggungjawab, 
menekankan hal yang lebih luas dari dua hal sebelumnya.Disini seorang 
pelamar bukan berdiri sendiri dengan kepentingannya. Diantara berbagai 
kepentingan, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa bukan keuntungan 
dengan mendapatkan penghasilan, jaminan hidup dan status sosial saja 
yang melatarbelakangi tetapi keberadaannya dalam komunitas pekerjaan 
itu sendiri yang harus dikedepankan. Apakah seseorang layak diterima 
apabila kompetensi yang dimilikinya jauh dari ukuran kompetensi yang 
diharapkan bagi seseorang yang akan menduduki pisisi tertentu, (4) 
Usaha, lepas dari konflik kepentingan maka keberadaan seseorang dalam 
sebuah kompetensi hanyalah bagian dari sekian banyak proses struktural 
dan persyaratan administrative.26 
A.1. Penyebab Konflik 
Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf27, berawal 
dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi 
bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal 
mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-
konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat 
posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu. 
Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidak 
seimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu. 
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Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan 
dalam hal ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh 
aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan 
masyarakatnya disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dan 
kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi didalam diri 
individu.28 Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai 
sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur 
organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat 
dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada. 
Menurut Maurice Duverger29Penyebab terjadinya konflik adalah: (1) 
Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecendrungan 
berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat 
menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat 
dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. (2) Sebab-sebab 
kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai 
hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab 
konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal 
dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya. 
Maswadi Rauf juga mengemukakan bahwa konflik terjadi karena 
adannya keinginan manusia untuk menguasasi sumber-sumber posisi 
yang langkah (resource and position scarity).30  Konflik terjadi karena 
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adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota 
masyarakat untuk memperebutkan barang-barang pemenuh kebutuhan 
yang terbatas. Sama halnya dengan sumber-sumber posisi atau 
kedudukan atau jabatan juga langkah dalam masyarakat. Kedudukan 
sebagai penguasa negara, merupakan bahan rebutan diantara anggota-
anggota masyarakat yang menghasilkan konflik. 
Penyebab terjadinya Konflik di Internal Partai Nasdem jika dilihat 
dari penyebab Individual adalah, adanya perbedaan pandangan dalam 
pengisian jabatan ketua umum Partai Nasdem dan Perbedaan 
Kepentingan antar pengurus DPW Partai Nasdem Sul-Sel. Sedangkan 
apabila dilihat dari sebab kolektif adalah adanya Faksi-faksi ditubuh Partai 
Nasdem. 
A.2. Bentuk – Bentuk Konflik 
Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tertuju 
pada permasalahan konflik,  seperti yang dikemukakan oleh para ilmuan 
barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi 
dan bersifat universal. 
Menurut teori Fisher,31 Pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : 
(1) Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat 
kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest 
atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan 
memerlukan bebagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan 
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berbagai macam efeknya. (3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar 
yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena 
kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan 
menggunakan komunikasi. 
Menurut Maurice Duverger ada tiga bentuk konflik yang berkaitan 
dengan kekuasaan atau politik antara lain 32 (1) Konflik yang sama sekali 
tidak mempunyai dasar prisipil, bentuk konflik ini berhubungan langsung 
dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan 
baik oleh individu maupun golongan atau kelompok. (2) Konflik yang lebih 
menitik beratkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun 
kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang 
berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang 
dianggap mewakili rakyat. (3) Konflik yang menitik beratkan kepada 
permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memperjuangkan 
ideologi partainya yang semuanya merasa benar. 
Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realistis 
dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang mempunyai 
sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau 
kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut 
tanpa perkelahian dan pertikaian.33 
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Konflik non-realistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan 
yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar 
agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik non-realistis 
adalah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu 
kelompok.34 Dalam sejarah Indonesia baik pada masa kolonial maupun 
pada masa pasca kemerdekaan konflik ini dapat dibedakan menjadi dua 
bagian yaitu : (1) Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar negara 
atau antara aparat negara dengan warga negara baik secara individual 
maupun kelompok, seperti pemberontakan bersenjata yang bertujuan 
memisahkan diri dari NKRI. (2) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi 
antar kelompok-kelompok diberbagai lokasi biasanya dilandasi oleh suatu 
sentimen subyektif yang sangat mendalam yang diyakini warganya seperti 
sentimen kesukuan atau sentimen organisasi.35 
Konflik Internal Partai Nasdem yang ditandai dengan terjadi 
perbedaan pandangan antara Surya Paloh dengan Harry Tanoesoedibjo, 
termasuk kedalam bentuk konflik yang dikemukakan oleh Fisher yaitu 
Konflik Permukaan karena Surya Paloh dan Harry Tanoesoedibjo secara 
personal berbeda pemikiran secara politik. Perbedaan pemikiran, 
pendapat, dan pilihan inilah yang dikategorikan sebagai konflik yang 
dikenal dengan istilah konflik permukaan karena konflik ini yang tahu 
adalah masing-masing pribadi dan tidak telihat secara kasat mata karena 










tidak menggunakan benda-benda fisik. Berdasarkan penjelasan diatas 
konflik Partai Nasdem juga masuk kedalam konflik laten. 
A.3. Dampak Konflik 
Menurut Fisher Suatu Konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi 
ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif.36 Dampak positif dari 
suatu konflik adalah sebagai berikut : (1)Konflik dapat memperjelas 
berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. (2)Adanya konflik 
menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat. (3)Konflik dapat meningkatkan solidaritas 
diantara angota kelompok. (4)Konflik dapat mengurangi rasa 
ketergantungan terhadap individu atau kelompok. (5)Konflik dapat 
memunculkan kompromi baru.  
Dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut : 
(1)Keretakan hubungan antar individu dan  persatuan kelompok. 
(2)Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih 
tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (3)Berubahnya 
kepribadian para individu atau anggota kelompok. (2) Munculnya dominasi 
kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. 
Konflik internal Partai Nasdem yang terjadi pasca penetapan Partai 
Nasdem sebagai peserta Pemilu tahun 2014 jelas menimbulkan dampak 
bagi Partai Nasdem, dampak positif dari adanya konflik ini adalah, adanya 
penyusunan kembali struktur kepengurusan Partai Nasdem baik itu 
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ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, penyusunan kembali struktur 
kepengurusan ini dilakukan guna memaksimalkan usaha Partai Nasdem 
untuk memperoleh banyak suara pada pemilu tahun 2014. Selain itu 
Dampak negaif dari terjadinya konflik ini adalah, terjadinya pengrusakan 
kantor-kantor DPW Partai Nasdem di daerah yang kepengurusannya 
dibekukan, salah satunya adalah Kantor DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan. Dampak negatif lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan 
masyarakat dengan Partai Nasdem yang sejak awal membawa tagline 
Restorasi Indonesia. 
B. Partai Politik 
Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis 
ideologi yang jelas. Setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama 
dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi 
kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, 
karena itu parpol selalu ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum 
untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan dukungan rakyat. 
Pendekatan Institusional sendiri memandang Partai Politik sebagai 
lembaga yang memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan.37 Partai 
politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur 
artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam 
sebuah sistem politik modern. Secara sederhana partai politik merupakan 
                                                          
37
 Arifin, Rahman, 2002, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif  Struktural Fungsional dalam 
Skripsi Noor Asty Baalwy “Rekruitmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses 





representatif of ideas38 yang harus ada dalam kehidupan politik modern 
yang demokrasi. Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan 
pengembangan pelembagaan partai politik pada masa transisional, 
setidaknya itu yang diuraikan oleh Larry Diamond dan Richaerd Gunther.39 
Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk 
melembagakan dirinya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
peran dan fungsi yang sejatinya. Sedikitnya terdapat tiga bidang yang 
perlu diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan partai poltik 
hendaknya dikedepankan, yaitu: Pertama, keutuhan internal. Suatu 
keutuhan internal partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam 
partai (faksionalisme internal), adanya dialog dalam partai memang 
prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang sehat, namun tumbuhnya 
perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme dalam partai akan dapat 
merugikan pengembangan partai politik kedepan.  
Kedua, ketangguhan organisasi. Partai politik memiliki tujuan dan 
kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi 
dirinya, tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil 
menyebarkan sumber daya-sumber daya ke level-level yang lebih rendah 
dari tingkat pusat atau nasional. 
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Ketiga, identitas politik partai. Identitas partai menjadi penting ketika 
ia berupaya mengejar jabatan di pemerintahan. Karena itu gagasan yang 
jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan 
anggota partai, serta  program-program yang matang menjadi citra yang 
perlu dibangun dalam menkonstruksi identitas partai yang kuat.  
 LaPalombara dan Myron Weiner melihat partai politik sebagai 
organisasi untuk mengekspresikan kepentingan ekonomi sekaligus 
mengapresiasikan dan mengatur konflik.40 Partai politik dilihat sebagai 
organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan serta 
organisatoris memiliki cabang mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat 
daerah. 
Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik  sebagai “Sekelompok 
manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau 
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan 
partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil 
maupun materil kepada anggotanya”.41 Sedangkan menurut Sigmund 
Neumann, “Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari 
pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang 
memusatkan perhatiannya dan pengendalian kekuasaan pemerintahan 
dan yang bersaing memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa 
kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda-beda.42 
                                                          
40
 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu politik, (Gramedia, Jakarta,1992), hal.113 
41








Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang 
terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita 
yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan 
politik dan kedudukan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk 
melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 
Partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik 
yang modern dan demokratis. Partai politik secara ideal dimaksudkan 
untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan 
tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, 
serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah 
(legitimate) dan damai.43 
Berdasarkan defenisi tersebut di atas walaupun sepintas tampak 
berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun secara umum 
partai politik dapat diartikan sebagai kelompok orang dalam satu usaha 
bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan biasanya melalui 
suatu mekanisme politik yang disebut pemilu.Hal tersebutlah yang 
membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan lainnya.  
Partai politik selalu memperjuangkan suatu kepentingan dalam 
skala yang luas melalui mekanisme pemilu, sedangkan kelompok 
kepentingan atau kelompok penekan yang lainnya seperti kelompok 
profesi, kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar 
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kepentingan-kepentingan sesaat dalam lingkup yang lebih kecil serta 
melewati mekanisme politik formal seperti pemilu. 
B.1. Fungsi Partai Politik 
Dalam sebuah negara yang demokratis partai politik mempunyai 
fungsi sebagai berikut44 : 
1. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik 
Didalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai 
melalui mana seseorang memperoleh pemahaman dan sikap serta 
orientasi terhadap fenomena politik yang terjadi diman ia berasal. 
Proses ini biasanya berjalan secara berangsur-angsur. 
Pada Partai Politik, peran sebagai salah satu alat sosialisasi 
politik dijalankan dengan melalui ceramah-ceramah. Kursus-kursus, 
ataupun penataran-penataran bagi pengikut atau kader dari partai 
politik tertentu. 
2. Partai Sebagai Sarana Rekruitmen Politik 
Rekrutmen politik adalah proses mencari atau mengajak 
seseorang yang turut aktif dalam kegiatan politik dan menjadi 
anggota partai. Dalam hal ini partai politik turut memperluas 
partisipasi politik masyarakat dengan mengajak seseorang yang 
dianggap berbakat dan memiliki kecakapan dalam bidang politik 
untuk menjadi anggota partai politik oleh partai dengan harapan 
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dapat berprestasi dalam bidang politik serta mampu mengisi 
jabatan-jabatan dan sebagai penerus partai. 
3. Partai sebagai Sarana Agregasi Politik  
Pada masyarakat yang modern dan kompleks, pendapat 
seseorang atau sekelompok orang sangat beranekaragam yang 
disebabkan banyaknya kepentingan yang ada didalamnya. Oleh 
karena itu partai politik berfungsi untuk menampung dan 
menggabungkan berbagai pendapat dan aspirasi tersebut menjadi 
satu kebijakan umum. Proses penggabungan ini disebut 
“penggabungan kepentingan” (interest aggregation) 
4. Partai sebagai Sarana Pengatur Konflik 
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokratis 
berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara dialog dalam 
pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan 
berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik 
dan membawa persoalan ke Badan Perwakilan Rakyat untuk 
mendapatkan penyelasaian berupa keputusan poltik, diperlukan 
kesediaan berkompromi antara wakil rakyat yang berasal dari 
partai-partai politik. 
B.2. Tipologi Partai Politik 
Tipologi partai politik merupakan sebuah bentuk pengklasifikasian 
berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan 





ini akan diuraikan sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria 
tersebut:45 
1. Asas dan Orientasi 
Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan 
menjadi tiga tipe, yaitu partai politik pragmatis, partai politik dotriner, 
dan partai politik kepentingan. Partai politik pragmatis adalah partai 
politik yang memiliki program dan kegiatan yang tidak terikat pada 
suatu doktrin atau ideologi tertentu. Yang dimaksud dengan partai 
politik doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah 
program dan kegiatan yang kongkret sebagai wujud dan 
penjabaran ideologinya. Selanjutnya, partai politik kepentingan 
merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola berdasarkan 
kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau 
lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam 
pemerintahan. 
2. Komposisi dan Fungsi Anggota 
Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik 
digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. 
Yang dimaksud dengan partai massa adalah partai politik yang 
mengandal kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dan 
mengandalkan massa sebanyak-banyaknya. Sedangkan partai 
kader ialah partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, 
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keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber 
kekuatan utama partai. 
3. Basis Sosial dan Tujuan 
Gabriel Almond menggolongkan  partai politik menjadi empat tipe, 
yaitu:46 
1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam 
masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah. 
2. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari kalangan 
kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan 
pengusaha. 
3. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari pemeluk 
agama tertentu, seperti Islam, katolik, Protestan, Hindu dan 
Budha. 
4. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari kelompok 
budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan dari daerah 
tertentu. 
Tipe-tipe partai politik dari para ahli cukup banyak, dan ini cukup 
membingungkan. Namun, aneka klasifikasi tipe partai politik tersebut 
diakibatkan sejumlah sudut pandang. Richard S. Katz membagi tipe partai 
politik menjadi 4 tipe,47 yaitu : 









1. Partai Elit – Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti 
yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini 
bersumber pada hubungan client (anak buah) dari elit-elit yang 
duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan 
partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai 
ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik, 
yang biasanya terbentuk di dalam parlemen. 
2. Partai Massa – Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang 
jumlahnya besar, tetapi kerap tesingkirkan dari kebijakan negara. 
Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk 
kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas 
sosial tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis 
agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas 
sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan. 
3. Partai Catch-All – Partai jenis ini di permukaan hampir serupa 
dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang 
mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai 
berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara 
keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan Pemilu 
sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. 
Partai Catch-All juga sering disebut sebagai Partai Electoral-





4. Partai Kartel - Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah 
pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara 
mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, 
pimpinan-pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh 
kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi Partai Kartel, 
ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti 
lagi. 
5. Partai Integratif - Partai jenis berasal dari kelompok sosial tertentu 
yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan 
partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok. 
Mereka juga berusaha membangun simpati dari setiap pemilih, dan 
membuat mereka menjadi anggota partai. Sumber utama keuangan 
mereka adalah dari iuran anggota dan dukungan simpatisannya. 
Mereka melakukan propaganda yang dilakukan anggota secara 
sukarela, berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial. 
Partai NasDem itu sendiri termasuk kedalam tipologi Partai Catch 
All, hal ini dikarenakan anggota-anggota Partai Nasdem tidak berbasis 
dalam satu lapisan sosial tertentu, tetapi Partai Nasdem mencakup 
seluruh lapisan, hal ini terlihat dari banyaknya pengusaha, akademisi, 
politisi, bahkan dari lapisan bawah seperti petani dan buruh. Orientasi 
Partai Nasdem adalah memperoleh suara maksimal di pemilu atau 
memenangkan pemilu, ini dapat dilihat dari kampanye-kampanye yang 





C. Kerangka Pemikiran 
Konflik yang penulis maksudkan disini adalah melihat bagaimana 
konflik kepentingan itu bisa terjadi, karena pada umumnya konflik 
kepentingan berawal dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang 
tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk 
organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi yang mempunyai 
kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai 
posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni 
menjadi sasaran.  
Konflik kepentingan dapat terjadi karena disebabkan oleh 
beberapa faktor, misalnya perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, 
langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh uang, waktu, 
popularitas dan posisi, dan persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan 
saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan 
ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa 
muncul, konflik kepentingan akan muncul. Selain itu adanya 
ketidakpuasan dan tingginya rasa ingin menguasai adalah alasan lain 
seseorang untuk memperebutkan apa yang mereka inginkan termasuk 
perebutan jabatan. 
Antara Surya Paloh dan Pengurus DPW Sulawesi Selatan 
masing-masing memiliki kepentingan dimana Surya Paloh menginginkan 
dirinya untuk menjadi ketua umum Partai Nasdem sedangkan dalam hal 





Tanoesoedibjo mengenai orang yang tepat untuk menduduki jabatan 
ketua umum.  
Surya Paloh sebagai orang yang memiliki kedudukan yang sangat 
berpengaruh dalam Partai Nasdem yaitu sebagai Ketua Dewan Pembina, 
mengambil langkah membekukan Kepengurusan Sanusi Ramadhan 
dalam rangka mempelancar langkahnya guna meraih jabatan ketua umum 
Partai Nasdem. 
Tentu saja perebutan kekuasaan ini hanya dilakukan oleh tokoh-
tokoh yang memang betul-betul memiliki power atau kekuatan dan 
kekuasaan, seperti yang tercantum pada teori konflik kepentingan, 
memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan, yaitu:  
1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan 
mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-
kepentingannya itu.  
2. Power bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak 
merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai suatu 
yang bersifat memaksa, sebagian menguasai sumber, 
sedangkan yang lainnya tidak memperoleh sama sekali,  
3. Ideologi dan nilai-nilai dipandangnya sebagai senjata yang 
dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk 
meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.  
Adapun gambaran umum konflik kepentingan yang terjadi di 





karena konflik yang terjadi itu tidak berwujud pada kekerasan yang 
menimbulkan perkelahian, melainkan antar anggota yang berkonflik 
dengan menggunakan strategi sebaik mungkin agar bisa mencapai 
kepentingan-kepentingannya masing-masing. 
D. Skema Berfikir  












































Dalam bab ini akan membahas lima aspek yaitu, Lokasi 
penelitian, tipe penelitian dan dasar penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kelima hal tersebut akan 
diuraikan lebih lanjut. 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor DPW Nasdem Sulawesi 
Selatan yang terletak di Makassar. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa 
Kepengurusan DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan adalah salah satu 
kepengurusan yang dibekukan pasca penetapan Partai Nasdem Sebagai 
Peserta Pemilu tahun 2014. 
B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis 
dua masalah. Penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan 
argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan dalam hal ini 
mengenai konflik yang terjadi di dalam DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan.  
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 





teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam 
terhadap gejala yang terjadi, Dikarenakan kajiannya adalah fenomena 
masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur 
dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan 
analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang 
sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba 
memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu 
fenomena.  
C. Jenis Data Penelitian 
C.1. Data Primer 
Dalam penelitian ini peneliti telah mencari data untuk membuktikan 
fakta dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau 
daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan 
informan. Penelititurun langsung ke DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti 
rekaman hasil wawancara. Dari proses wawancara dengan 
berbagai sumber, peneliti telah mendapatkan data-data seperti, 
data-data kepengurusan DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, 
serta Konflik Internal yang terjadi di Internal Partai Nasdem dan di 
DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. 
C.2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 





tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 
Dalam hal ini penulis lebih banyak mengkaji dan menganalisis 
informasi yang terdapat dalam buku Pedoman Partai Nasdem 
(Buku Saku Partai Nasdem)dan AD/ART Partai Nasdem dimana 
kedua litelatur ini lebih dalam mengkaji Partai Nasdem . Selain itu, 
terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh 
data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-
data penunjang untuk melengkapi penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini yaitu: 
D.1. Wawancara mendalam  
Dalam penelitian ini penelitimenggunakan teknik wawancara. 
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik 
wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 
wawancara mendalam. Proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dengan informan atau orang yang 
diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara. 
serta beberapa topik yang telah disertakan oleh peneliti dan 
didiskusikan bersama-sama. Peneliti membagipengumpulan data 





1. Tahap Persiapan Penelitian  
Peneliti telah membuat pedoman wawancara (draft) yang 
disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara antara 
lain  berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yangberkembang 
dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun 
kemudian ditunjukkan kepada yang lebih ahli (dalam hal ini adalah 
pembimbing penelitian) untuk mendapat masukan mengenai isi 
pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari 
pembimbing, Peneliti kemudian membuat perbaikan dengan 
menyusun kembali daftar wawancara yang berisi pertanyaan untuk  
dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya. Saat wawancara 
dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapanya 
untuk diwawancarai dan akhirnya membuat kesepakatan untuk 
kesediaannya memberikan informasi mengenai penelitian. 
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  
Peneliti telah membuat kesepakatan dengan subjek 
mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara 
berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, 
peneliti memindahakan hasil rekaman berdasarkan wawancara 
dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan  analisis data 
dan interprestasi data sesuai dengan langkah-langkah yang 





Setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan 
yang dilakukan, lalu peneliti memberikan saran-saran untuk 
penelitian selanjutnya. 
Peneliti telah melakukan pengumpulan data dengan cara 
wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara 
(interview guide) sebagaimana diharapkan agar wawancara tetap 
berada pada fokus penelitian, meski masih terdapat pertanyaan-
pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih peneliti adalah informan 
yang benar-benar paham dan mengetahui permasalahan yang 
dimaksud oleh peneliti. Informan yang telah peneliti wawancarai 
untuk pengumpulan data ini adalah beberapa orang pengurus DPW 
Partai Nasdem Sul-Sel Periode 2013-2018, yang mana beberapa 
diantaranya juga termasuk dalam kepengurusan sebelumnya yang 
telah dibekukan, serta beberapa Mantan Pengurus DPW Partai 
Nasdem yang telah dibekukan dan telah keluar dari keanggotaan 
Partai Nasdem. Informan tersebut adalah : 
1. Arum Spink ( Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan Periode 2013-2018 ) 
2. Andi Syahruni Aryanti ( Wakil Sekretaris Bidang Internal 
dan Kesekretariatan Periode 2013-2018 ) 
3. Dahlan Gege ( Ketua Biro Pengabdian dan Pemberdayaan 





2014  / Mantan Pengurus DPW Partai Nasdem Sul-Sel 
pada masa kepengurusan Sanusi Ramadhan ) 
4. Sanusi Ramadhan ( Pendiri Partai Nasdem di Sul-Sel 
sekaligus Mantan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan ) 
5. Hilal Syahrim (Pendiri Partai Nasdem di Sul-Sel Mantan 
Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan ) 
D.2. Dokumen/Arsip  
Metode atau teknik dokumenter adalah teknik 
pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan 
penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan 
metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-
manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar 
belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen 
dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus 
penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling 
penting dalam penelitian. 
E. Teknik Analisis Data 
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan 
kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Karena objek kajiannya 
adalah masyarakat dan elit politik, dimana memiliki cara berfikir dan cara 





mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung 
pada kuantifikasi data.  
Penelitian ini telah mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh 
pengurus DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan periode 2013-2014 dan 
mantan pengurus DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang dibekukan. 
Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di 
lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada 
dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi 
pertanyaan dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab dengan maksimal.  
Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan 
proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus, namun 
secara umum dalam analisis data selalu ada kompenan-kompenan yang 
wajib harus ada seperti pengambilan data, kategorisasi data, dan 
kesimpulan. 
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah 
dan dianalisa secara kualitatif dengan melihat Konflik Internal Partai 
NasDem. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus 
yang tejadi dilokasi penelitian dapat dikasi lebih mendalam dan fenomena 
yang ada dapat digambarkan secara terperinci. Sehingga apa yang 
menjadi pertanyaan dalam penelitian akan terjawab dengan maksimal. 
Analisa merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 
kegiatan penelitian, termasuk bila diinginkan generalisasi atau untuk 





Penelitian ini merupakan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan 
atau mendiskripsikan sejumlah variabel-variabel yang berkenaan dengan 
masalah dan unit yang sedang diteliti. Dengan menggunakan teknik 
analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermen terdiri atas tiga alur 
kegiatan, yaitu48 yang pertama reduksi data yang diartikan sebagai proses 
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
dan transformasi data kasar yang muncul dari cacatan-cacatan tertulis di 
lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 
mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
Metode kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sajian data 
dimana suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan 
penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat 
lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk 
mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan 
pemahaman tersebut.Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan 
banyak membantu.  
Sajian data dapat meliputi deskripsi, matriks, gambar/skema, dan 
tabel. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur 
supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang lebih baik. 
Metode terakhir adalah penarikan kesimpulan pada tahap ini, penulis 
seringkali membuat kesimpulan pada saat pencarian data. Kesimpulan 
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tidak hanya diproduksi satu kali, akan tetapi berkali-kali selama masa 
penelitian berlangsung. Sekumpulan informasi yang tersusun 
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan 
juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.  
Proses analisis data secara keseluruhan dimulai dengan menggelar 
seluruh data mentah yang tersedia dari berbagai sumber yaitu 
wawancara, pengamatan dan yang ditulis dalam catatan lapangan dan 
dokumentasi. Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah, 
kemidian direduksi atau dipilah sesuai dengan kategori-kategori tertentu 
(tema atau topik) sehingga mendapatkan gambaran yang jelas. 
Selanjutnya mengabstraksikan data tersebut dengan berpegang pada 
keaslian data. Hasil abstraksi kemudian dianalisa berdasarkan kerangka 
pemikiran, konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan kemudian 














GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum 
lokasi penelitian mengenai “Konflik Internal Partai Nasdem (Studi Tentang 
DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)”. Penelitian ini berlangsung di 
kantor DPW Partai Nasdem di Jalan Letjen Hertasning, kota Makassar.  
A. Sejarah Partai Nasdem 
Partai Nasdem dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure 
Ancol, Jakarta. Partai Nasdem sendiri telah mendaftar ke Kemenkumham 
sejak tanggal 6 april 2011 guna keperluan pendaftaran Pemilu Legislatif 
2014 sesuai dengan revisi Undang-Undang No.2 2008 tentang Partai 
Politik. Partai NasDem awalnya dimotori oleh tiga orang yang juga 
bergabung pada Ormas Nasional Demokrat yaitu Patrice Rio Capella, 
Ahmad Rofiq dan Sugeng Suparwoto. Patrice Rio Capella sebelumnya 
adalah Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional yang sebelumnya 
tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Bengkulu tahun 2004-2009. 
Ahmad Rofiq adalah mantan Sekjen Partai Matahari Bangsa (PMB) yang 
merupakan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009 namun tidak 
masuk parliamentery threshold karena hanya mendapatkan 0,40% suara. 






Ahmad Rofiq menegaskan bahwa, partai yang didaftarkan di 
Kementrian Hukum dan HAM itu bukanlah Ormas Nasional Demokrat 
yang dipimpin Surya Paloh. Ormas Nasional Demokrat masih berjalan dan 
tidak membentuk atau berubah menjadi partai.49Partai Nasdem digagas 
oleh orang-orang muda yang ada di ormas Nasional Demokrat. Partai 
Nasdem bukanlah bentukan dari dari ormas melainkan inisiatif dari para 
anggotanya saja.  
A.2. Visi dan Misi Partai Nasdem 
Kelahiran Partai Nasdem bukanlah semata-semata hadir dalam 
percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai Nasdem 
berazaskan Pancasila. Adapun visi partai Nasdem :  
“Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara 
ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.”50 
Partai Nasdem  bertujuan menggalang dan kesadaran masyarakat 
untuk melakukan gerakan perubahan untuk Restorasi Indonesia. 
Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada 
tujuan dan cita-cita proklamasi 1945. Adapun misi Partai Nasdem. 
1. Membangun Politik Demokratis berkeadilan berarti menciptakan 
tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat 
dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. 
Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk 
memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan 
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menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan 
reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan 
masyarakat.  Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan 
konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan. 
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi 
ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam 
kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya ditribusi 
ekonomi yang adil dan merata yang akan berjuang pada 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan 
cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan 
kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri 
nasional, serta mendorong kemadirian ekonomi di level lokal. 
3.  Menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa.51 
A.3. Tujuan dan Fungsi Partai Nasdem 
Partai Nasdem bertujuan  mewujudkan masyarakat yang 
demokratis, berkeadilan, dan berkedaulatan. Dengan semangat 
kebangsaan partai berfungsi sebagai untuk: 
1. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan dan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konsistusi. 
3. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang 
demokratis, partisipatif, dan beradab. 
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4. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi 
ekonomi. 
5. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum 
6. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia 
7. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan 
sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhineka 
Tunggal Ika.52 
Perangkat partai terdiri atas: Majelis Tinggi Nasdem, Mahkamah 
Nasdem, Dewan Pembina Partai, Dewan Pimpinan Pusat. Struktur partai 
terdiri dari: Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC),  






Arti lambang sebagai berikut: 
1. Lingkaran biru bermakna kemerdekaan berfikir, gagasan-gagasan 
baru, kecepatan mengambil keputusan keputusan, ketepatan 
bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri, dan 
keteguhan hati dalam berjuang. 
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2. Dua siluet berwarna oranye bermakna gotong royong, harmonisasi 
antara moderenitas dan kearifan lokal, menjunjung tinggi 
kesejahteraan, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan 
distribusi pada saat yang sama. Warna oranye melambangkan 
kemakmuran, seperti warna padi yang siap panen, melambangkan 
gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan. 
A.5. Keanggotaan dan Pendidikan Politik serta Sistem Kaderisasi 
Partai 
Pada Bab V tentang Keanggotan Pasal 10 dikatakan: 
a. Anggota partai adalah warga negara Indonesia yang menyetujui 
Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan mempunyai 
Anggota. 
b. Anggota terdiri dari kader, anggota biasa, anggota kehormatan, dan 
simpatisan. 
c. Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekruitmen 
keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 
Pada Bab IV Pasal 12 pendidikan politik dikatakan: 
a.  Partai menjalankan pendidikan politik secara eksternal dan 
internal. 
b. Pendidikan politik eksternal diperuntukan untuk seluruh warga 






c. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan internal 
sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi. 
Pada pasal 13 tentang sistem kaderisasi dikatakan Kader partai 
terdiri dari: 
a. Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti  pengkaderan. 
b. Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan 
pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau 
Dewan Pimpinan Cabang. 
c. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai 
kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan 
Wilayah. 
d. Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai 
kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat. 
e. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan 
partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 
B. Gambaran Umum DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan 
Secara khusus penulis melihat Partai Nasdem di Sulawesi Selatan, 
yakni pada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan yang beralamatkan di Jalan Hertasning no.40 Makassar. 
Struktur Pengurus DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan periode 
2013-2018 adalah sebagai berikut :  
Dewan Pertimbangan 





Anggota  : Saldy mansyur, Arwan Tjahjadi, 
Sulpaian Rachman, HA Asrul L, HA 
Chaerul Mattotorang, Abd Hamid 
Basma, Irwan Intje, Capt Hariadi, 
Nurmayana, Andi Anwar, Herman saidi, 
Burhanuddin Odja, Andi Besse Marda, 
Philipus Tandilingtin, Evie Rawung 
Dewan Pakar Pangan  
Ketua      : R Sudirman 
Anggota : A Muhammad Tamsil, Muh Akbar, 
Syiar Renaldi, Umar Wahyu Tresna, 
Pahir Halim, Hamzah Ahmad, Andi jimmi 
Mappaile, Sawedi Muhammad, Nawir 
Mansyur, A Amril Bakti, A Firman 
Rappa, Jamil Misbah, Nelson Marnanse 
Kamisi, Sirajuddin Addin. 
Pengurus DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan  
Ketua Umum      : Mubyl Handaling 
Sekretaris Jendral     : Arum Spink 
Wakil Sekjen Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Abbas Hadi  





Wasekjen Bidang Renlitbang    : Haris Baginda 
Wasekjen Bidang Eksternal    : Na'ma Abbas 
Bendahara Umum     : Fajar Misbah 
Waben penggalangan Dana   : Abd. Kadir 
Waben Pengelolaan Aset    : Fajar Harun 
Ketua Bidang Bappilu    : Syamsul Bahri AS. 
Ketua Bidang Media Komunikasi Publik  : Eka Firman 
Ketua Bidang Politik dan Kebudayaan  : Andi Buana Raja 
Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan  : A. Darfin  
Ketua Bidang Hukum Advokasi dan Ham :  Asmaun Abbas 
Ketua Bidang Otonomi Daerah   :  Bartholomeus Tandiayu 
Ketua Bidang Pertanian dan Maritim  :  Arman Arfah 
Ketua Bidang Pengabdian Pemberdayaan masyarakat : Taslim Sahmad 
Ketua Bidang Energi, SDA, LH    :  Zakir Sabara H Wata 
Ketua Bidang Agama Masyarakat Adat   :  KH Mustari Bosra 
Ketua Bidang Hub Antar Daerah    : H Andi Baso Abdullah 





Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak :  A Rahmatika Dewi 
Ketua Bidang Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja : MTA Hairuddin 
Ketua Bidang Olah Raga, Pemuda dan Mahasiswa : Marsuadi Ahmad  
DPW Partai Nasional Demokrat Sulawesi Selatan membawahi 21 
DPD tingkat Kabupaten dan 3 DPD tingkat kota yang tersebar di seluruh 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab pembahasan ini akan dipaparkan hasil penelitian 
“Konflik Internal Partai Nasdem (Studi Tentang DPW Partai Nasdem 
Sulawesi Selatan) sesuai dengan rumusan masalah yaitu, Penyebab 
terjadinya konflik internal Partai Nasdem di DPW Partai Nasdem Sulawesi 
Selatan dan Bentuk konflik internal Partai Nasdem di DPW Partai Nasdem 
Sulawesi Selatan. 
A. Penyebab Terjadinya Konflik Internal Partai Nasdem di DPW 
Partai Nasdem Sulawesi Selatan 
Salah satu fungsi partai politik adalah manajemen konflik. 
Namun,dalam konteks partai politik Indonesia fungsi ini tidak bisa 
dilakukan, dijalankan dengan baik oleh hampir semua partai politik. 
Dikatakan demikian karena hampir semua partai politik, baik yang besar 
maupun yang kecil, tidak pernah terlepas dari konflik yang terjadi dalam 
dirinya sendiri. 
Kondisi seperti itu menyebabkan energi partai politik habis 
terkuras hanya soal-soal yang tidak substansial. Konflik selalu muncul 
menjelang atau sesudah kongres atau muktamar partai. Inilah fenomana 
rutin yang selalu kita saksikan. Sebuah fenomena yang tidak sehat dalam 
kacamata demokrasi yang mengisaratkan pentingnya pengelolaan konflik 





mendapatkan posisi tertinggi dalam struktur kepengurusan partai politik. 
Ketidakmampuan elit partai dalam mengelola konflik dalam tubuhnya, baik 
sebelum maupun pasca kongres atau muktamar mengindikasikan belum 
terlembaganya partai politik secara baik. 
Partai politik sebagai wadah atau muara bertemunya banyak 
kepentingan sudah barang tentu rawan terjadi konflik. Partai politik 
sebagai organisasi modern akan selalu dihadapkan pada realitas konflik. 
Misalnya saja konflik yang berupa perbedaan pandangan, ide atau 
paham, pertentangan kepentingan dan seterusnya. Bersamaan dengan 
itu, Marck dan Synder mengatakan konflik atau perpecahan dalam tubuh 
partai bisa timbul dari kelangkaan posisi dan resources. Makin sedikit 
posisi atau sumber yang dapat diraih setiap anggota atau kelompok 
dalam organisasi politik, makin tajam konflik dan persaingan di antara 
mereka untuk merebut posisi dan sumber itu. Selanjutnya, dikatakan di 
dalam hirarki sosial dimana pun hanya ada sejumlah terbatas posisi 
sosial kekuasaan yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang dapat 
mendudukinya.53 Sedangkan Paul Conn mendefinisikan konflik sebagai 
bentuk disfungsional dimana aktor-aktor yang terlibat dalam perebutan 
kekuasaan berusaha saling menghancurkan. Konflik yang dibahasakan 
oleh Conn ini lebih populer dengan sebutan zero sum conflict54. 
Pemahaman Conn tentang konflik banyak membantu penulis dalam 
proses penelitian tentang Konflik Internal Partai Nasdem. 
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A.1. Perbedaan Pandangan Dalam Pengisian Jabatan Ketua Umum 
Di era demokratis, partai politik adalah milik publik, posisinya 
adalah sebagai perantara antara rakyat dengan pemerintahan. Partai 
politik pun mempunyai fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, 
sosialisasi politik, pendidikan politik, rekruitmen politik dan pengatur 
konflik.55 Namun, setelah 15 tahun reformasi berjalan dengan praktik 
demokrasi liberal dan kekuatan kapital, partai politik kini telah menjadi 
milik pribadi. Hal ini dapat terlihat dengan pemilik modal atau penyumbang 
terbesar dalam partai tersebut, yang mempunyai posisi strategis, peran 
dan pengaruh yang cukup besar pula dalam pengambilan kebijakan.  
Hal diatas dapat terjadi pada partai politik mana pun, salah 
satunya Partai Nasdem, partai baru yang lolos verifikasi KPU untuk 
mengikuti Pemilu 2014. Dalam hal ini Surya Paloh sebagai Ketua Majelis 
Tinggi Partai Nasdem yang merupakan pemilik Media Group menjadi 
tokoh sentral dalam pengelolaan Partai Nasdem, dengan bergabungnya 
Harry Tanoesoedibjo pemilik MNC Media ke Partai Nasdem semakin 
menambah kekuatan finansial Partai Nasdem, Harry Tanoesodibjo 
kemudian menduduki posisi penting di Partai Nasdem yaitu sebagai Ketua 
dewan Pakar.  
Dari sisi Finansial Partai Nasdem cukup kuat dengan memiliki 
para petinggi partai yang sebagian besar berlatar belakang sebagai 
pengusaha, disisi sosialisasi di media pun Partai Nasdem memiliki 
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keuntungan untuk menguasai media massa hal ini dikarenakan Surya 
Paloh sebagai pemilik Media Group dan Harry Tanoesoedibjo sebagai 
pemilik MNC Media secara terus menerus memberitakan Partai Nasdem, 
baik itu melalui program berita ataupun melalui program iklan, begitupun 
dengan pemberitaan di media cetak. 
Sosialisasi yang terus menerus ditayangkan di Media Milik Surya 
Paloh dan Harry Tanoesoedibjo mendatangkan keberuntungan tersendiri 
untuk Partai Nasdem hal ini dikarenakan pada awal berdirinya Partai 
Nasdem telah berhasil mencapai 100% cabang ditingkat kecamatan di 
seluruh Indonesia.56 Hal inilah yang juga membatu lolosnya Partai 
Nasdem sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014. 
Kondisi Stabil di Internal Partai Nasdem tidak berlangsung lama 
pasca penetapan Partai Nasdem sebagai salah satu peserta Pemilu 
Legislatif 2014 oleh KPU57, para pimpinan Partai Nasdem mulai 
mengalami perbedaan pendapat. Hal ini bermula ketika beredar kabar 
bahwa Surya Paloh akan mengambil alih posisi Patrice Rio Capella 
sebagai Ketua Umum. Disisi lain Harry Tanoesoedibjo sebagai Ketua 
Dewan Pakar  Partai Nasdem tidak menginginkan adanya perubahan 
didalam struktur partai, Harry Tanoesoedibjo menginginkan pengurus 
partai tidak perlu dirombak, selama ini komposisi kepengurusan partai 
menurut Harry Tanoesoedibjo yang didominasi kelompok kader muda 
membawa perkembangan yang sangat baik bagi Partai Nasdem. 
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Keinginan Surya Paloh untuk menduduki jabatan Ketua umum juga dinilai 
melanggar AD/ART Partai Nasdem.58 
Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan Dahlan 
Gege sebagai salah satu pengurus DPW Partai Nasdem Sulawesi selatan 
yang menyatakan : 
“Harry Tanoesoedibjo itu menginginkan Surya Paloh tetap menjadi 
Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem 
tanpa merubah komposisi yang ada.” 59 
 
Pernyataan dari Informan Lain yang mendukung pernyataan 
Dahlan Gege adalah pernyataan dari Hilal Syahrim, mantan Sekretaris 
DPW Partai Nasdem Sul-sel yaitu : 
 
“Surya Paloh menginginkan pasca lolos ferifikasi, orang-orang, ketua-
ketua yang bukan tokoh dan tidak memiliki finansial, baik itu ditingkat 
pusat, wilayah, kabupaten harus diganti. Harry Tanoe mengatakan 
jangan, bagaimana dengan teman-teman yang sudah berjuang sejak 
awal. Disinilah letak perbedaan kedua tokoh ini.”60 
 
Timbulnya konflik kepentingan menurut pandangan Ralf 
Dahrendorf berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan 
meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana 
terdapat posisi-posisi para elit yang mempunyai kekuasaan memerintah 
dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu.61 
Konflik disetiap kalangan atau golongan itu pasti terjadi baik yang bersifat 
internal ataupun eksternal, konflik bisa merubah kondisi organisasi 
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menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Organisasi atau kelompok 
bisa menjadi rukun atau hidup kembali ketika mengalami konflik jika 
diantara kedua belah pihak bisa mengatasi dengan baik, akan  tetapi bisa 
menjadi lebih buruk ketika organisasi atau kelompok tidak mampu 
mengatasi konflik tersebut dengan baik. 
Dalam kasus Partai Nasdem baik yang terjadi di DPP maupun di 
DPW itu merupakan kesalahan para pimpinan atau elit partai yang tidak 
mampu menyamakan lagi visi dan misi mereka, yang akhirnya 
menimbulkan konflik kepentingan antara para pimpinan partai. Menurut 
penulis konflik ditubuh Partai Nasdem itu mulai terjadi ketika keluarnya 
keputusan KPU tentang peserta Pemilu Legislatif 2014 dimana Partai 
Nasdem berhasil lolos verifikasi. Pasca keluarnya keputusan ini terjadi 
perbedaan pandangan antara Surya Paloh sebagai Ketua Majelis Tinggi 
dengan Harry Tanoesoedibjo sebagai Ketua Dewan pakar Partai Nasdem 
dalam memandang komposisi kepengurusan Partai Nasdem. Hal ini 
diperkuat dengan pernyataan salah seorang informan : 
“Harry Tanoe ingin mempertahankan komposisi yang ada, tinggal 
melengkapi yang kurang. Karena menurut konsep Harry Tanoe 
kedepannya Pengurus Partai itu tidak disebut sebagai Pengurus 
Partai, melainkan sebagai Pekerja Partai. Jadi pengurus itu mulai dari 
tingkat pusat sampai tingkat daerah digaji. Makanya Harry Tanoe 
menginginkan komposisi tetap diisi oleh kader muda.”62 
Inilah yang menjadi cikal bakal dimulainya Konflik Internal di 
Partai Nasdem. Penulis berpendapat bahwa sumber konflik yang terjadi di 
DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan itu berasal dari konflik antar 
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petinggi partai yang terjadi ditingkat pusat dalam hal ini di Dewan 
Pengurus Pusat (DPP). Pernyataan penulis inipun diperkuat dengan 
pernyataan Mantan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, Sanusi 
Ramadhan : 
“Konflik sesungguhnya hanya terjadi di tingkat DPP, bahwa akhirnya 
konflik tersebut merembet hingga ke tingkat bawah itu benar, dalam 
hal ini karena terjadi pembekuan kepengurusan.”63 
Pembekuan kepengurusan Sanusi Ramadhan sebagai Ketua 
Umum DPW Nasdem Sulawesi Selatan dinilai karena Sanusi Ramadhan 
di anggap oleh DPP melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan oleh Partai Nasdem. Pernyataan ini didukung oleh 
pernyataan Dahlan Gege yaitu : 
“Sanusi Ramadhan itu mengambil sikap selalu mengatas namakan 
wilayah, tanpa melakukan koordinasi dengan teman-teman di DPD 
atau di wilayah itu sendiri. Inikan partai pengambilan keputusan itu 
melalui mekanisme, ini bukan perusahaan, kalau diperusahaan apa 
yang diinginkan oleh direktur itu yang jadi. Di partai segala sesuatunya 
harus melalui rapat harian atau rapat pleno. Itu yang tidak dilakukan 
oleh Sanusi Ramadhan, sehingga dipandang sebelah mata oleh DPP. 
Pembekuan inipun diajukan oleh pimpinan DPD yang ditanda tangani 
dan pembekuan inipun bukan wilayah yang dinonaktifkan tetapi pribadi 
Sanusi Ramadhan dalam hal ini yang menjabat sebagai Ketua Umum 
DPW Sul-Sel.”64 
 
Disisi lain Sanusi Ramadhan membantah pernyataan tersebut 
dengan mengeluarkan pernyataan yaitu :  
“Pembekuan kepengurusan itu menyalahi aturan dasar partai, 
pembekuan kepengurusan dilakukan secara sewenang-wenang, 
makanya istilah kami pembekuan DPW Nasdem Sul-Sel itu adalah 
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pembekuan sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar yang kuat, 
alasan bahwa ada pelanggarannya itupun tidak jelas.”65 
Penulis berpendapat bahwa Konflik yang terjadi di tingkat DPW 
Partai Nasdem Sulawesi Selatan merupakan rembetan konflik yang terjadi 
di tingkat pusat karena salah satu alasan pembekuan DPW Partai 
Nasdem adalah bahwa pengurus DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan 
mendukung Harry Tanoesodibjo yang dalam hal ini menolak pencalonan 
Surya Paloh Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. DPW Partai Nasdem 
dianggap berada di kubu Harry Tanoesoedibjo. Alasan ini muncul ketika 
peneliti melakukan wawancara dengan Sanusi Ramadhan : 
“Saya dianggap melakukan mobilisasi DPW-DPW untuk melakukan 
pertemuan ditempat Harry Tanoesoedibjo itu salah. Bahwa saya 
bertemu dan melakukan pertemuan itu benar, tapi bukan dalam rangka 
melakukan perlawanan.”66 
 
Disisi lain dari hasil wawancara peneliti dengan Dahlan Gege 
salah satu pengurus DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan ditemukan 
informasi bahwa Sanusi Ramadhan menolak pencalonan Surya Paloh 
sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Sebagaimana pernyataan beliau : 
“Dalam bahasa Sanusi Ramadhan itu beliau menyatakan mendukung 
Surya Paloh, tapi dalam pergerakannya itu justru mendukung Harry 
Tanoesoedibjo, karena dialah yang keliling kedaerah dan provinsi lain, 
bahkan ada hasil pertemuannya itu di Jakarta.”67 
 
Dari hasil wawancara diatas menurut penulis terjadi perbedaan 
pandangan antara Sanusi Ramadhan dengan pengurus pusat Partai 
Nasdem, pertemuan yang dilakukan Sanusi Ramadhan dengan beberapa 
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DPW itu menurut Sanusi Ramadhan bukan sebuah bentuk perlawanan 
tapi disisi lain DPP Partai Nasdem menganggap pertemuan tersebut 
sebagi bentuk mobilisasi Sanusi Ramadhan mencari dukungan untuk 
menolak pencalonan Surya Paloh. Dalam pernyataannya Sanusi 
Ramadhan menyatakan : 
“Awal kami melakukan pertemuan dengan beberapa DPW itu ada 
keinginan memang bukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum, sekali 
lagi sebenarnya kami ingin mendukung Surya Paloh sebagai orang 
yang besar di Partai ini. Seperti misalnya, Bapak SBY di Partai 
Demokrat, atau Bapak Prabowo di Gerindra. Kita menginginkan ketua 
umum itu tetap Patrice Rio Capella.”68 
 
 Penulis melihat bahwa konflik ini merupakan konflik yang bersumber 
dari perbedaan kepentingan. Kepentingan adalah perasaan orang 
mengenai apa yang sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu 
cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang 
membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat.69 Pernyataan penulis 
ini diperkuat dengan pendapat salah satu informan : 
“Disatu sisi kepentingan saya berbeda dengan teman-teman lain 
termasuk DPP, kepentingan mereka bertahan di Partai Nasdem 
karena berjuang ingin jadi caleg. Kepentingan saya berbeda, 
kepentingan saya idealisme yang banyak tertuang di manifesto.”70 
 
 Pernyataan diatas juga membuktikan bahwa terjadinya konflik 
bukan hanya sebatas perbedaan pandangan mengenai jabatan Ketua 
Umum tapi juga karena adanya kepentingan pribadi masing-masing 
individu di Partai NasDem.  
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A.2. Perbedaan Kepentingan Antar Pengurus DPW Partai NasDem 
Sul-Sel 
Partai politik sebagai wadah atau muara bertemunya banyak 
kepentingan sudah barang tentu rawan terjadi konflik. Partai politik 
sebagai organisasi modern akan selalu dihadapkan pada realitas konflik. 
Misalnya saja konflik yang berupa perbedaan pandangan, ide atau 
paham, pertentangan kepentingan dan seterusnya. Timbulnya konflik 
kepentingan menurut pandangan Ralf Dahrendorf berawal dari orang-
orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-
bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi para elit yang 
mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan 
menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para 
penghuni menjadi sasaran perintah. Jadi, secara umum ada dua tujuan 
dasar setiap konflik, yakni mendapatkan dan mempertahankan sumber-
sumber. 
 Hal ini terlihat di DPW Partai Nasdem Sul-Sel, dalam penelitian 
penulis mendapatkan data bahwa, pengunduran diri yang dilakukan oleh 
Sanusi Ramadhan sebagai Ketua Umum DPW Partai Nasdem Sul-Sel 
tidak diikuti oleh seluruh perangkat kepengurusan. Masih ada beberapa 
orang pengurus yang tetap bertahan dan menjadi bagian dari 
kepengurusan DPW Partai Nasdem Sul-Sel periode 2013-2018. Hal ini 
mengindikasikan bahwa secara tersembunyi terjadi perbedaan 





dilihat dari beberapa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para 
informan yang juga mengindikasikan perbedaan kepentingan tersebut. 
Dalam wawancara dengan salah satu informan menyatakan : 
“Disatu sisi kepentingan saya berbeda dengan teman-teman lain 
termasuk DPP, kepentingan mereka bertahan di Partai Nasdem 
karena berjuang ingin jadi caleg. Kepentingan saya berbeda, 
kepentingan saya idealisme yang banyak tertuang di manifesto.”71 
 Pernyataan dari Sanusi Ramadhan diatas memperjelas bahwa 
memang terjadi perbedaan kepentingan di DPW Partai Nasdem Sul-Sel, 
sehingga ada beberapa pengurus yang akhirnya tetap bertahan di Partai 
Nasdem karena memiliki kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan 
kepentingan Sanusi Ramadhan yang akhirnya mengundurkan diri dari 
jabatan ketua umum dan dari keanggotan Partai Nasdem. Pernyataan 
informan lain yang mendukung pernyataan penulis adalah : 
“Motivasi saya bertahan karena saya sebagai salah satu pendiri Partai 
Nasdem yang berjuang hingga akhirnya Partai lolos verifikasi mana 
mungkin saya memberikan partai ini pada oran lain, yang hadir di 
Partai Nasdem setelah Partai Nasdem lolos verifikasi sebagai partai 
peserta Pemilu tahun 2014”72 
Berdasarkan kedua pernyataan diatas terlihat jelas bahwa Sanusi 
Ramadhan memiliki kepentingan berbeda dengan Dahlan Gege. Sanusi 
Ramadhan mundur dari Partai Nasdem karena kepentingannya yang 
selama ini tertuang di manifesto Partai Nasdem tidak lagi sejalan dengan 
terjadinya pembekuan dirinya sebagai ketua umum DPW Partai Nasdem 
Sul-Sel disisi lain Dahlan Gege tetap bertahan karena merasa bahwa 
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dirinya adalah salah satu bagian dari pendiri partai yang akhirnya mampu 
mengantarkan Partai Nasdem lolos verifikasi parpol peserta Pemilu tahun 
2014. 
A.3. Faksionalisme Internal 
Partai Nasdem sebagai partai baru masih terus melakukan 
perbaikan-perbaikan di internal partai. Penulis melihat Partai Nasdem 
selaku partai baru belum siap secara internal untuk menghadapi pemilu 
2014 kedepannya. Ini terlihat mulai dari kisruh perbedaan pandangan 
antara petinggi partai dalam mengisi jabatan ketua umum ini diakibatkan 
oleh tidak adanya komunikasi yang baik mulai dari tingkat pusat sampai 
ke tingkat daerah. Pergeseran ide dasar partai yang mengakibatkan 
adanya perselisihan kader khususnya pada tingkat bawah yang telah 
merasa dikhianati oleh para petinggi-petinggi partai yang melakukan 
perubahan-perubahan tanpa memperhatikan struktur kepengurusan 
sebelumnya yang akhirnya sudah mampu mengantarkan Partai Nasdem 
lolos ferifikasi KPU walaupun dengan alasan untuk membesarkan partai. 
“Pembekuan ini hanya akibat dari sebuah penyempurnaan 
dimana sebabnya itu adalah menginginkan partai besar, menginginkan 
partai ini menang, menginginkan partai ini lebih baik dari apa yang telah 
ada sebelumnya. Soal ada yang dibekukan, itu hanya efek saja. Bahwa 
ada kemudian yang keluar dari partai, ada yang masuk itu adalah efek 
dari keinginan untuk membesarkan dan memenangkan partai.”73 
 
Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan pengembangan 
kelembagaan partai politik pada masa transisional, setidaknya itu yang 
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diuraikan oleh Larry Diamond dan Richard74, Ada seperangkat cara yang 
perlu dilakukan oleh partai untuk melembagakan dirinya sendiri agar 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi yang sejatinya. 
Sedikitnya terdapat lima bidang yang perlu diperhitungkan manakala 
pelembagaan pengembangan partai politik hendaknya dikedepankan, 
salah satunya keutuhan internal, suatu keutuhan partai dapat dilihat dari 
ada tidaknya pembelahan dalam partai (faksionalisme internal). Adanya 
dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana 
yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya 
faksionalisme-dalam partai akan dapat merugikan pengembangan partai 
politik ke depan. Walau kita pahami bahwa partai politik merupakan 
kumpulan aktor individual yang memiliki kepentingan dan kebutuhan 
berbeda tetapi perbedaan itu bukan dijadikan pemecah kebutuhan partai.  
Meski tidak secara gamblang para informan menyatakan bahwa 
ada faksi-faksi di Internal Partai Nasdem namun secara tersirat penulis 
dapat melihat adanya dua kubu (bipolar) yang terjadi di internal partai 
Nasdem pasca menyebarnya keinginan Surya Paloh menjadi Ketua 
Umum. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kesamaan pandangan antara 
beberapa anggota partai dengan Harry Tanoesoedibjo dan adapula 
anggota lain yang memiliki pandangan yang sama dengan Surya Paloh. 
Hal ini pula yang terjadi di DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan dimana 
adanya kesamaan pandangan antara beberapa anggota kepengurusan 
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Sanusi Ramadhan dengan pandangan yang digagas oleh Harry 
Tanoesoedibjo.  
Faksionalisme didalam Partai menutut Belloni ada tiga jenis yaitu: 
(1) Jenis Faksi yang terbentuk karena kesamaan pandangan dalam 
melihat isu-isu politik. Dengan ikatan yang amat informal, faksi ini 
biasanya tidak berusia panjang dan hanya eksis ketika merespon isu-isu 
strategis didalam partai. (2) kelompok dalam partai yang terbentuk karena 
pola patron-klien atau pemimpin-pengikut. Biasanya amat sangat 
dipengaruhi oleh faktor personal leadership, yaitu persaingan tokoh-tokoh 
berpengaruh dari suatu partai yang masing-masing mempunyai konstituen 
yang jelas. (3) Tipe faksi yang paling formal dan terorganisir. Faksi jenis ini 
tidak saja mempunyai nama resmi, tetapi juga kesekretriatan dan 
program-program tersendiri.75 
Jenis faksionalisme yang terlihat di Partai Nasdem lebih 
mendekati jenis faksionalisme yang pertama yaitu faksionalisme yang 
terbentuk karena kesamaan pandangan dalam melihat isu-isu politik. 
Dalam hal ini beberapa pengurus DPW Partai Nasdem dalam melihat isu 
keinginan Surya Paloh menjadi Ketua Umum sejalan dengan apa yang 
menjadi pandanga Harry Tanoesoedibjo, meski hal ini tidak diakui secara 
gamblang oleh pengurus DPW Nasdem Sul-Sel, hal ini juga karena 
bentuk faksi yang terbentuk karena kesamaan pandangan itu memang 
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terikat secara informal dan memang menjadi satu faksi hanya ketika 
menanggapi isu-isu strategis tertentu di dalam partai.  
B. Bentuk Konflik yang Terjadi di Internal Partai Nasdem di DPW 
Partai Nasdem Sulawesi Selatan 
Keinginan Surya Paloh untuk menduduki jabatan Ketua Umum 
Partai Nasdem menjadi cikal bakal terjadinya konflik di Internal Partai 
Nasdem, hal ini dikarenakan keinginan Surya Paloh tersebut mendapat 
penolakan beberapa pihak termasuk dari Ketua Dewan Pakar Partai 
Nasdem Harry Tanoesodibjo.  
Konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau 
perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih serta antara dua 
kelompok atau lebih. Konflik seperti ini dapat dinamakan konflik lisan atau 
konflik non-fisik. Konflik lisan dapat dikategorikan sebagai konflik karena 
sudah terlihat adanya pertentangan di dalamnya meskipun tindakan 
kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum terjadi.76 
Menurut teori Fisher, Pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) 
Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat 
kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest 
atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan 
memerlukan bebagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan 
berbagai macam efeknya. (3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar 
yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena 
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kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan 
menggunakan komunikasi77. Setelah peneliti melakukan penelitian bentuk 
konflik yang terjadi di internal Partai Nasdem yaitu Konflik Permukaan 
dimana konflik ini berujung dengan konflik kepentingan antara Surya 
Paloh dengan Harry Tanoesoedibjo. 
Konflik permukaaan adalah konflik yang sifatnya tersembunyi, 
memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena 
kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan 
menggunakan komunikasi seperti yang dikemukakan oleh teori Fisher 
tadi, dan pada umumnya konflik ini tidak menimbulkan konflik kekerasan, 
karena konflik ini timbul oleh adanya perbedaan pendapat untuk 
mempertahankan argumen masing-masing orang atau kelompok yang 
terlibat di dalamnya. Dalam mempertahankan argumennya inilah biasanya 
orang atau kelompok bersitegang agar argumennya itu dapat disepakati 
atau disetujui oleh kelompok lain, sebab orang-orang atau kelompok-
kelompok tersebut memiliki kepentingan yang kelak kepentingannya itu 
dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi kelompoknya.  
Perbedaan dalam memandang orang yang pantas untuk 
menduduki jabatan Ketua Umum Partai Nasdem antar Surya Paloh dan 
Harry Tanoesoedibjo bukan hanya muncul karena adanya perbedaan 
kepentingan diantara mereka namun karena mereka juga memiliki latar 
belakang politik yang berbeda pula. Dimana Surya Paloh sebagai Pendiri 
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Ormas Nasional Demokrat yang secara tidak langsung memiliki 
keterkaitan dengan berdirinya Partai Nasdem, yang seperti telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa berdirinya Partai Nasdem dimotori oleh 
para anggota dari Ormas Nasional Demokrat, sedangkan disisi lain Harry 
Tanoesoedibjo sendiri memiliki latar belakang pengusaha yang baru 
bergabung dengan Partai Nasdem pasca Partai Nasdem dinyatakan resmi 
sebagai Partai Politik oleh Kemenkumham. Oleh karena itu setiap individu 
atau kelompok secara personal berbeda pemikiran dengan individu atau 
kelompok lain secara politik. Perbedaan pemikiran, pendapat, pilihan 
inilah yang dikategorikan sebagai konflik yang dikenal dengan istilah 
konflik permukaan karena konflik ini yang tahu adalah masing-masing 
pribadi dan tidak telihat secara kasat mata karena tidak menggunakan 
benda-benda fisik. 
Konflik permukaan yang terjadi antara antara Surya Paloh dengan 
Harry Tanoesoedibjo itu sendiri berupa perbedaan pandangan tentang 
Siapa yang pantas menduduki jabatan ketua umum dan berujung pada 
kepentingan yang mengakibatkan adanya jarak antara Surya Paloh 
dengan Harry Tanoesoedibjo. Penyebab timbulnya konflik kepentingan 
adalah adanya ketegangan-ketegangan yang muncul pada saat terjadinya 
perbedaan pandangan tentang jabatan Ketua Umum Partai Nasdem. 
Pernyataan ini dikuatkan oleh salah satu Pengurus DPW Nasdem Sul-Sel, 
Andi Syahruni Aryanti : 
“Konsep yang dibawa oleh Pak Surya Paloh sebagai pemilik Partai 





punya keinginan sendiri, yang menurut Surya Paloh itu tidak sesuai 
dengan nilai-nilai Partai Nasdem.”78 
Pendapat di atas menjelaskan bahwa antara Surya Paloh dan 
Harry Tanoesoedibjo memiliki kebutuhan dan nilai yang berbeda, inilah 
salah satu faktor dimana konflik kepentingan akan muncul. Timbulnya 
konflik kepentingan menurut pandangan Ralf Dahrendorf berawal dari 
orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi 
bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi para elit 
yang mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu 
dan menguasai posisi-posisi tertentu.79 
Teori konflik kepentingan yang dijelaskan oleh Wallase dan Alison 
bahwa teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling 
berhubungan80 :  (1) Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang 
asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-
kepentingannya itu. Ini terlihat dari lapangan dimana seperti yang telah 
penulis jelaskan bahwa Surya Paloh dan Harry tanoesoedibjo masing-
masing memiliki pandangan yang berbeda tentang orang yang akan 
menduduki jabatan Ketua Umum Partai Nasdem. (2) Power bukanlah 
sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber 
konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa 
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(coercive). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak 
memperoleh sama sekali. Jabatan Ketua Umum Partai Nasdem 
merupakan jabatan strategis yang diinginkan oleh banyak pihak, karena 
jabatan ini bukan hanya akan menjadi suatu kehormatan tetapi juga 
memiliki kekuatan dalam Partai Nasdem. Oleh karena itu Surya Paloh 
menginginkan jabatan tersebut untuk melancarkan kepentingannya. (3) 
Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dipergunakan oleh 
berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan 
mereka masing-masing. Oleh sebab itu pada umumnya penyebab 
munculnya konflik kepentingan sebagai berikut: (a) perbedaan kebutuhan, 
nilai, dan tujuan, (b) langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, 
ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, dan (c) persaingan. Ketika 
kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber 
daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan 
serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan muncul. 
Konflik kepentingan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk konflik 
permukaan atau konflik yang tidak berwujud pada kekerasan, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Maswadi Rauf “meskipun terkadang 
banyak yang beranggapan bahwa konflik hanya mencakup konflik fisik 
sehingga konflik lisan dalam bentuk debat, polemik, perbedaan pendapat, 
dan lain sebagainya tidak dapat disebut sebagai konflik, padahal konflik 
lisan jelas sudah dapat dikategorikan sebagai konflik karena sudah terlihat 





melibatkan benda-benda fisik belum terjadi”.81 Konflik seperti ini ketika 
tidak dapat diatur dan diselesaikan secara baik maka bisa berpotensi 
kearah konflik manifest atau konflik terbuka yang berujung pada 
kekerasan. 
Berdasarkan hasil wawancara konflik yang terjadi di DPW Partai 
Nasdem Sulawesi Selatan merupakan rembetan dari konflik yang terjadi 
ditingkat pusat maka bentuk konflik yang terjadi di DPW Partai Nasdem 
Sul-Sel adalah konflik laten, yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan 
perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. 
Mengapa penulis kemudian menyatakan bahwa konflik yang terjadi di 
DPW Parai Nasdem Sul-sel adalah konflik laten karena berdasarkan hasil 
wawancara tetap terjadi perbedaan-perbedaan pandangan antara 
pengurus maupun antar anggota di DPW Partai Nasdem Sul-Sel. Salah 
satu pernyataan yang mendukung pemahaman penulis adalah pernyataan 
Dahlan Gege yaitu : 
“Sanusi Ramadhan itu mengambil sikap selalu mengatas namakan 
wilayah, tanpa melakukan koordinasi dengan teman-teman di DPD 
atau di wilayah itu sendiri. Inikan partai pengambilan keputusan itu 
melalui mekanisme, ini bukan perusahaan, kalau diperusahaan apa 
yang diinginkan oleh direktur itu yang jadi. Di partai segala sesuatunya 
harus melalui rapat harian atau rapat pleno. Itu yang tidak dilakukan 
oleh Sanusi Ramadhan, sehingga dipandang sebelah mata oleh DPP. 
Pembekuan inipun diajukan oleh pimpinan DPD yang ditanda tangani 
dan pembekuan inipun bukan wilayah yang dinonaktifkan tetapi pribadi 
Sanusi Ramadhan dalam hal ini yang menjabat sebagai Ketua Umum 
DPW Sul-Sel.”82 
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Disisi lain Sanusi Ramadhan mengeluarkan pernyataan yaitu :  
“Disatu sisi kepentingan saya berbeda dengan teman-teman lain 
termasuk DPP, kepentingan mereka bertahan di Partai NasDem 
karena berjuang inginjadi caleg. Kepentingan saya berbeda, 
kepentingan saya idealisme yang banyak tertuang di manifesto..”83 
 Dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa bentuk 
konflik yang terjadi di internal Partai Nasdem bukan hanya konflik 
permukaan tetapi juga termasuk kedalam konflik laten karena pada 
dasarnya juga terjadi perbedaan antar para pengurus DPW Partai 
Nasdem Sul-Sel namun konflik ini tersembunyi dan perlu diangkat 
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Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan 
yang dapat di ambil setelah melakukan penelitian dan menguraikannya 
dalam bab pembahasan. Selain kesimpulan, peneliti juga menawarkan 
beberapa saran dalam menghadapi fenomena yang sama dengan judul 
penelitian yaitu “Konflik Internal Partai NasDem (Studi Tentang DPW 
Partai NasDem di Sulawesi Selatan). 
A. Kesimpulan 
Partai politik sebagai wadah atau muara bertemunya banyak 
kepentingan sudah barang tentu rawan terjadi konflik. Partai politik 
sebagai organisasi modern akan selalu dihadapkan pada realitas konflik. 
Misalnya saja konflik yang berupa perbedaan pandangan, ide atau 
paham, pertentangan kepentingan dan seterusnya. Partai Nasdem 
sebagai satu-satunya partai baru yang dinyatakan lolos ferifikasi KPU 
secara struktur menginginkan adanya perbaikan dari segi struktur 
kepengurusan guna mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014. Hal 
inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik di Internal Partai Nasdem 
karena itu penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Rencana penyusunan kembali struktur kepengurusan Partai 
Nasdem tidak dikomunikasikan dengan baik di Internal Partai 
Nasdem, sehingga mengakibatkan perbedaan pandangan petinggi 





Perbedaan pandangan ini dikarenakan adanya perbedaan 
kepentingan antar anggota maupun pengurus Partai Nasdem. 
Faksi-faksi di internal Partai Nasdem terbentuk karena kesamaan 
pandangan dalam melihat isu-isu politik. Konflik yang terjadi di 
pusat mengakibatkan terjadinya rembetan konflik sampai ke tingkat 
wilayah dengan adanya pembekuan Kepengurusan DPW Partai 
Nasdem Sulawesi Selatan. 
2. Konflik yang terjadi di Partai Nasdem ditingkat pusat antara Surya 
Paloh dan Harry Tanoesoedibjo termasuk dalam bentuk konflik 
permukaan karena konflik ini yang tahu adalah masing-masing 
pribadi dan tidak telihat secara kasat mata karena tidak 
menggunakan benda-benda fisik. Konflik Partai Nasdem ituh 
sendiri juga masuk kedalam Konflik Laten karena sebenarnya 
terjadi perbedaan antar pengurus DPW Partai Nasdem namun 
konflik ini bersifat tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan 
agar bisa ditemukan jalan penyelesaiannya. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 
menunjukkan bahwa terjadinya konflik di Internal Partai Nasdem 
khususnya di DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan terjadi akibat tidak 
adanya komunikasi yang kuat baik itu di tingkat pusat maupun ditingkat 





petinggi,anggota maupun kader Partai Nasdem. Untuk mengatasi hal 
tersebut ada beberapa saran yang dianggap penting untuk penulis 
sampaikan. 
1. Jika kedepannya Partai Nasdem tidak ingin kembali terjadi konflik 
mengenai hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya seperti konflik 
mengenai ide dasar ataupun platform, Partai Nasdem perlu 
melakukan Penanaman ideologi yang lebih jelas sampai ke akar, 
mulai dari tingkat pusat, wilayah, sampai ke tingkat daerah. 
2. Partai Nasdem perlu mengadakan dialog demokrasi di dalam tubuh 
partai,  sehingga nantinya mulai dari tingkat pusat, wilayah,sampai 
ke daerah bisa meresapi berbagai prinsip dan kebijakan yang 
berlaku di internal partai. 
3. Dalam upaya membesarkan Partai Nasdem dan pencapaian tujuan 
memenangkan Partai Nasdem pada Pemilu 2014 perlu kiranya 
para pengurus, anggota, dan kader Partai Nasdem bersatu kembali 
dan mendahulukan kepentingan Partai di atas kepentingan pribadi  
untuk menjalankan kembali Visi Misi Partai Nasdem, terutama 
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MANIFESTO PARTAI NASDEM 
 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 meletakkan dasar penting lahirnya 
sebuah bangsa besar,Bangsa Indonesia. Negara ini diadakan untuk menjalankan 
mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, mandat untuk menjadikan 
manusia Indonesia yang hidup adil, makmur dan sejahtera. Merdeka sebagai 
negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan 
rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon jargon politik, indah 
didengar namun tak pernah mewujud. Disinilah Negara Indonesia yang merdeka 
memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, 
termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar. 
Kita patut bangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan 
kita dari kubangan kediktatoran. Namun pada saat yang sama reformasi juga tidak 
menawarkan arah yang jelas kemana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak 
dalam prosedurprosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan 
rakyat. Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program 
politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat 
konstitusionalnya. Kami 
menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara 
berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak 
demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran 
pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa 
orientasi pada publik. Kami menolak negara yang meninggalkan perannya dalam 





Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi 
tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, 
kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami 
mencitacitakan sebuah demokrasi berbasis warga Negara yang kuat, yang 
terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan 
sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan social demokrasi, yang mengedepankan 
kehadirannegara dalam pemenuhan hak warga negara. Kamiberdiri untuk 
membangun politik warga negaraberdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan 
dan gotong royong. 
Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. 
Kami mengusung mandate konstitusi untuk membangun sebuah Negara 
kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman 
sesuai prinsip bhineka tunggal ika. 
Partai NasDem lahir sebagai sebuah keharusan sejarah. Kami lahir dari 
pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas 
kekosongan politik gagasan pasca reformasi. Kami berdiri tegak, dengan 
semangat kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, 
sejahtera dan berdaulat. 
Partai NasDem adalah perwujudan dari Nasionalisme kebangsaan, 
kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang Sejahtera, kekuatan 
Demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian Ekonomi, dan negara bangsa 






Nurul Radiatul Adawiah, putri pertama dari pasangan Drs. 
H. Husban Abady,M.H dan Andi Muliati, S.H, lahir pada 
tanggal 18 Pebruari 1992 di Benteng, Kabupaten Selayar, 
Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar di tempuh di SD Angkasa 
1 Mandai (2003), MTsN 2 Biringkanaya Makassar (2006), 
SMA Negeri 15 Makassar (2009), dan setelah menyelesaikan 
skripsi ini berhasil meraih gelar sarjana (2013) dengan 
predikat cumlaude. Semasa menjalani masa pendidikan mulai dari sekolah dasar 
hingga ke tingkat perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan sekolah 
maupun kampus baik itu dibidang akademik maupun non-akademik. Pada masa 
pendidikan dasar penulis pernah menjadi Juara III Lomba Pidato Bahasa Inggris 
Tingkat SMP/MTs se-kota Makassar pada peringatan hari Proklamasi Indonesia 
tahun 2005. Menjadi salah satu peserta Olympiade Akuntansi tingkat SMA se-
kota Makassar pada tahun 2008. Dalam bidang ekstrakulikuler penulis aktif di 
organisasi Pramuka dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Ambalan, 
bersama anggota Pramuka SMAN 15 Makassar berhasil menjuarai beberapa 
lomba tingkat kota maupun provinsi seperti, Juara Umum 1 tiga kali berturut-turut 
mulai tahun 2008-2010 Scout Event, dan Juara 2 Baden Powell’s day tahun 2007. 
Di tingkat perguruan tinggi penulis pernah menjadi pengurus Himpunan 
Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas di bidang Kajian dan Strategis (2011). 
Penulis juga aktif sebagai peserta dalam berbagai seminar regional, nasional, 
maupun internasional. 
 
